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hanya menampung sekitar 20% darj total siswa di Indonesia, Nur
Syam menyatakan bahwa jumlah madrasah bermutu sudah ber-
tambah banyak, tetapijumlah tersebut masih belum sebanyak dengan

_
'Nur Syam, Kompeas, 4 Oktober 2012
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kualitas bila dilihat dari kualitas hasil ujian nasional (UN), peringkat
nilai UN siswa madrasah belum banyak nongol melebihi nilai dari
siswa sekolah. Contonya data yang dihimpun dari detikcom tentang
peraih nilai UN tingkat SMA/MA tahun 2014 menunjukkan bahwa
25 peraih nilai UN tingkat SMA/ MA tertinggi bidang IPA dan IPS
tahun 2014 hanya ada satu siswa madrasah dengan nomor 22.

Keberadaan dan perkembangam madrasah tidak akan terkuak
secara mendalam jika tidak membahas tentang kurikulum yang ada
di dalamnya, sebab kurikulum merupakan instrument inti dari
pembelajaran. Tulisan ini mengungkap tentang perubahan serta
perkembangan kurikulum madrasah sesudah masa kemerdekaan
dengan pendekatan modernitas serta struksionalisme fungsional.
Perkembangan dan perubahan kurikulum madrasah sejak awal ke-
munculannya hingga era modern ini terlihat sangat dipengaruhi
oleh respon masyarakat terhadap perubahan sosial akibat dari ge-
lombang modernitas yang terjadi diberbagai penjuru dunia pada
waktu itu, kemudian dikuatkan dengan struktualisme fungsional
dengan penciptaan lembaga berbentuk formal. Qua-vadis kuri-
kulum madrasah pasca kemerdekaan Indonesia sangat dipengaruhi
oleh struktur organisasi berbentuk formal agar bisa mensejajarkan
madrasah dengan sekolah pada berbagai aspeknya.

B. TRANSFORMASI KURIKULUM MADRASAH

Banyak pakar pendidikan mendefinisikan beragam tentang
hakekat kurikulum tergantung dari filosofi yang mereka gunakan.
Schubert (1986) menyebutkan bahwa kurikulum sebenarnya adalah
apa yang dipelajari oleh siswa (subjects to be thought).? Kemudian
Dakir (2004) mengetengahkan kurikukum sebagai suatu program
pendidikan yang berisikan berbagai bahan ajar dan pengalaman
belajar yang diprogramkan, direncanakan dan dirancangkan secara
sistemik atas dasar norma yang berlaku yang dijadikan pedoman

“Schubert, Curriculum: Perpective, Paradigm and possibility (NewYork, Macmillan.
Pub.com, 1986) him 26
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dalam proses pembelajaran oleh guru dan peserta didik untuk men-
capai tujuan pendidikan.?

Selanjutnya Eisner (2002) mengungkapkan bahwa kurikulum,
yaitu;

“All of the experience the child has under the aegis of the school. Lebih
lanjut dia menjelaskan bahwa the curriculum of a school, or a course,
or a classroom can be conceived of a series of planned events that are
intended to have educational consequences for one or more students.” *

Lebih luas lagi apa yang dikatakan oleh Ronald C.Doll (1972)
yang menyatakan bahwa the commonly accepted definition of the
curriculum has changed from content of course of study and list of subjects
and courses to all the experiences which are offered to learners under the
auspices or direction of the school. 5

Senada yang diungkapkan oleh Ronald adalah definisi kuri-
kulum yang dinyatakan oleh H.A R Tilar yang menyatakan bahwa
kurikulum secara sederhana dapat dimaknai dengan informasi dan
pengalaman yang ingin disampaikan kepada peserta didik yang
dapat berwujud nyata daftar mata pelajaran.® Penyimpulan atas
definisi kurikulum yang diketengahkan oleh banyak ahli pendidikan
memberikan makna bahwa kurikulum merupakan serangkaian pe-
ngalaman yang akan diberikan kepada peserta didik yang dilakukan
di dalam atau di luar kelas dengan wujud yang paling sederhana
adalah daftar mata pelajaran.

Kurikulum yang diterapkan dan dikembangkan di madrasah
akan selalu beriringan dengan perubahan kebijakan struktur formal
dan perubahan zaman yang selalu melingkupi perkembangan kehi-

*Dakir, Perencanaan dan Pengembangan Kurikulum, (Jakarta; Rineka Cipta, 2004)
hilm. 3

“Eisner,E.W. The Educational Imagination on the Design and Evaluation of School
Program. Third Edition. (New Jersey; Merril Prentice Hall, 2002) hlm 26

*Ronald C.Doll, Curriculum Improvement, Decision Making and Process. (Boston:
Allyn & Bacon,Inc, 1974) him. 22.

*H.A.R. Tilar, Perubahan Sosial dan Pendidikan, Pengantar Pedagogik Transformatif
Untuk Indonesia, (Jakarta: PT Grasindo, 2002, ) him. 364.
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dupan manusia. Kurikulum merupakan pedoman pelaksanaan
pembelajaran yang digunakan dalam suatu lembaga pendidikan,
sehingga perubahan dan pengembanganya adalah suatu keharusan
bila tidak ingin kualitas pembelajaran yang diberikan tidak mem-
punyai makna dan berimplikasi luas pada peserta didik lainya.

Kevin W. Fogg mengungkap tentang besarnya pengaruh pemi-
kiran bangsa Arab terhadap perpolitikan umat Islam pasca kemer-
dekaan utamanya tahun 1945-1949 terhadap sistem pendidikan di
Indonesia. Keadaan ini bisa terjadi sebab Islam dijadikan instrument
untuk berdialog dengan bangsa Arab pada masa tersebut.” Kondisi
ini berimplikasi kepada warna kurikukulum madrasah di Indonesia
pada masa itu sangat bercorak arab, selain para pendiri madrasah
sebagian besar adalah alumni dari beberapa bangsa Arab juga di-
sebabkan antusias masyarakat muslim yang ingin menjadikan pem-
belajaran bercorak arab di Indonesia.

Kurikulum madrasah tidak bisa dipisahkan dari sejarah panjang
kelahiran dan perkembangan madrasah, sedangkan keberadaan ma-
drasah itu sendiri tidak lepas dari perkembangan pendidikan Islam
yang lebih tua keberadaanya yaitu pesantren. Mujamil (1994) meng-
ungkapkan bahwa setelah Belanda mendirikan banyak sekolah pada
abad 19 sebagai konsekwensi politik etisnya serta gerakan pem-
baharuan Islam di Indonesia, maka pesantren banyak menemu-
kan momentumnya dengan berbagai macam pembaharuan yang
dilaksanakan, bangunan yang dulu sederhana banyak dibangun
menjadi yang lebih kokoh. Selanjutnya mulai ada penampilan pe-
santren dengan “wajah baru” sebagai sekolah biasa yang kemudian
dikenal dengan madrasah.

Lebih lanjut Mujamil mengatakan bahwa madrasah lahir di
nusantara pada sekitar awal abad 20 dengan munculnya Madrasah
Manbaul Ulum di Surakarta tahun 1905 dan Sekolah Adabiyah yang
didirikan oleh Syaikh Abdullah Ahmad di Sumatera Barat tahun

. 1909.° Hisbi Indra (2003) menyatakan bahwa seiring dengan per-

”KevinW. Fogg, Islam In Indonesia’a Foreign Policy, 1945-1949, (Al Jamiah Journal
of Islamic Studies, Vol.53. No. 2 (2015) pp.303-335, hlm. 304. 7 TR TR
*Mujamil, Pesantren dari Transformasi Metodologi Menuju Demokratisasi Institusi,
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tumbuhan dan perkembangan sekolah yang didirikan Belanda pada
masa penjajajahannya di Indonesia maka dalam kontek politik bidang
pendidikan muncullah inisiatif untuk memberikan pelajaran agama
dan guru dengan agama yang sama pula seperti di sekolah umum,
minimal 2 jam dalam satu minggunya.® Kelahiran madrasah banyak
juga didorong atau termotivasi oleh semangat pembaharuan yang
ada di dunia muslim saat penjajahan terjadi di berbagai daerah
muslim termasuk Indonesia. Beberapa tokoh muslim pada waktu itu,
yang telah mendapatkan banyak pengaruh pemikiran tentang pem-
baharuan pendidikan dari dunia luar utamanya pengaruh Mesir,
Turki serta India. Mereka berpandangan bahwa sistem pendidikan
yang ada pada waktu itu baik milik pribumi (pesantren) dan milik
Belanda (sekolah) sangat tidak berpihak kepada kaum muslim
pada sisi kompotensi yang dihasilkan guna mengisi perubahan
sosial masyarakat pada waktu itu. Pesantren lebih banyak meng-
hasilkan orang yang ahli agama, tetapi kurang dalam bidang ilmu
pengetahuan umum dan teknologi, sementara sekolah yang didiri-
kan Belanda menghasilkan orang yang hanya dipersiapkan untuk
menjadi pegawai rendahan pemerintahan Belanda yang jauh dari
nilai-nilai ajaran Islam.

Ketidakpuasaan pada sistem pendidikan yang ada pada waktu
itu akhirnya mendorong untuk melakukan pembaharuan dengan
memunculkanlembagajenis baru sebagai metaforfosis dari pesantren
yang kemudian disebut madrasah. Para tokoh muslim pembaharu
yang telah mendapatkan pengaruh pendidikan dari luar utamanya
Mesir dan Turki telah berpikiran terbuka dan menerima kebenaran
yang berasal dari luar (utamnya barat), selanjutnya mereka juga
menghargai ilmu pengetahuan dan teknogi serta menginginkan
adanya sistem pendidikan yang dikelola dengan sistem administrasi
yang baik sehingga ouput dari lembaga pendidikan yang dihasilkan
dapat mengakomodir seluruh masyarakat pada waktu itu.1°

(Jakarta; Erlangga, 1994) hlm. 90-91.

°Hisbi Indra, Pesantren dan Transformasi Sosial, Studi Atas Pemikiran KH. Abdullah
Wahab Syafi'i dalam Bidang Pendidikan, (Jakarta; Kencana, 2007) hlm. 12.

"“Haidar Putra Dauly, dkk, Pendidikan Islam Dalam Lintasan Sejarah, Kajian dari
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Selanjutnya Neil J, Smelser dalam Akh. Minhaji (2010) menge-
tengahkan tentang urutan terjadinya peristiwa yang terjadi di masya-
rakat. Kejadian peristiwa atau fenomena yang terjadi di masyarakat
disebabkan beberapa urutan peristiwa yaitu; ketidakpuasaan dari
suatu masyarakat atas fenomena yang terjadi. Selanjutnya, kecemas-
an atau kekwatiran terhadap dampak dari fenomena yang terjadi,
upaya untuk mencengah dampak yang terjadi, pengkristalan ter-
hadap upaya yang akan dilakukan, membangun sesuatu yang bersifat
institusional, membangun lembaga baru dan melaksanakan pengem-
bangan lembaga baru yang dibentuk tadi.* Maka dapat dikatakan
bahwa transformasi madrasah dari pesantren juga sangat relevan
dengan teori ini, yaitu dimulai dari ketidakpuasaan masyarakat akan
sistem pendidikan yang ada sebelum abad 20 yang didominasi oleh
pesantren dan pendidikan milik Belanda, kemudian memunculkan
kekwatiran akan ketidakberdayaan generasi selanjutnya untuk ber-
kompetisi dengan bangsa lain termasuk Belanda pada waktu itu,
kemudian memunculkan kesadaran untuk membentuk lembaga
bentuk baru yang dianggap dapat mengakomodir kebutuhan yang
ada yaitu madrasah. Madrasah sebagai bagian dari pesantren mem-
pelajari ilmu pendidikan agama Islam, sebagai bagian sekolah mem-
pelajari ilmu umum sebagaimana yang dipelajari di sekolah. Lem-
baga pendidikan berbentuk madrasah ini diyakini dapat mengha-
silkan output bangsa yang berkompetensi mempuni dalam ilmu
agama maupun ilmu umum, sehingga pada tahap berikutnya dapat
diharapkan untuk memangkas kemunduran umat islam Indonesia
atas dominasi penjajajah Belanda pada waktu itu.

Transformasi madrasah dari pesantren sebagaimana dijelas-
kan di atas selaras dengan apa yang dinyatakan Alek Inkeles dalam
Linblad menyatakan bahwa ciri masyarakat modern mempunyai
beberapa cirri yaitu, membuka diri pada hal yang baru, tidak terikat
‘pada intitusi dan penguasa tradisional, percaya kepada ilmu penge-
tahuan, menghargai ketepatan waktu, melakukan sesuatu dengan

Zaman Pertumbuhan Sampai Kebangkitan (Jakarta; Prenada Kencana: 2013) him 173.
1 Akh. Minhaji, Sejarah Sosial dalam Studi Islam, Teori, Metodologi dan Implementasi,
(Yogyakarta: Suka Press, 2010) hlm 7.
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suatu perencanaan.!?

Selanjutnya banyak madrasah yang didirikan pada masa pen-
jajahan baik di pulau Sumatera, Jawa, Kalimatan dan Sulawesi antara
lain: Madrasah Tawalib oleh Syaikh Abdul Karim Amrullah di
Padang Panjang); Madrasah Nurul Iman oleh H. Abdullah Somad di
Jambi, Madrasah Saadah al-Darain oleh H. Achmad Syakur; Saadah
Adabiyah oleh Tengku Daud Beureueh. Madrasah juga banyak di-
dirikan di daerah Sumatera Timur, Tapanuli, Sumatera Selatan,
Kalimantan, Sulawesi, Jawa, dan lain-lain. 13

Madrasah yang didirikan di pulau jawa pada masa penjajahan
belanda selain banyak dimotori oleh tokoh-tokoh muslim yang banyak
menimba ilmu di timur tenggah juga didukung oleh beberapa organi-
sasi keagamaan yang sedang berkembang saat itu seperti Nahdatul
Ulama, Muhammadiyah, Syarikat Islam, Matlaul Anwar dan lainya.
Sebagai contoh adalah madrasah milik Pondok Pesantren Tebuireng
Jombang pada tahun 1919 yang bernama Salafiyah diasuh oleh KH.
Ilyas (mantan Menteri Agama Republik Indonesia era orde lama).
Madrasah ini selain ilmu agama juga ilmu umum diberikan oleh
para santri atau muridnya. Di Kudus Jawa Tengah didirikan juga
Madrasah Aliyah dan Tsanawiyah Muawanatul Muslimin pada
tahun 1915 oleh organisasi Syarikat Islam. Persyarikatan Muham-
madiyah mendirikan banyak madrasah seperti Kweek School,
Mualimin, Mualimat, Zu'ama, Kulliyah Muballigin dan lain sebagi-
nya.* Madrasah yang didirikan atas dukungan tokoh dan organi-
sasi keagamaan ini terlihat lebih mempunyai daya juang dan per-
kembangan yang lebih baik dari yang lainya, sehingga di pulau jawa
madrasah model ini masih tetap bertahan dan berkembang hingga
saat ini, terlebih lagi madrasah yang mendapat dukungan atau di-
dirikan di lingkungan pesantren.

Proses dialektika antara madrasah di Indonesia dan madrasah
Nizhamiyah sangat mempengaruhi eksistensi madrasah Indonesia

*Thomas ] Linblad, Sejarah Ekonomi Modern Indonesia, Berbagai tantangan Baru
(Jakarta: LP3ES,2000) hlm 8.

'» Abdul Rachman Shaleh, Penyelenggaraan Madrasah; Peraturan Perundangan
(Jakarta;Dharma Bhakti Associates.Inc, 1982) hlm 76.

' Zuhairini,Sejarah Pendidikan Islam, (Jakarta;Bumi Aksara) him 194.
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dalam banyak segi termasuk dalam hal kurikulum yang waktu itu
banyak dilihat pada aspek kitab yang dipelajarinya. Hasbullah (1999)
menyatakan madrasah sejak semula memiliki kurikulum yang di-
pergunakan dalam aktivitas pembelajarannya.’® Struktur kurikulum
madrasah tercantum sejumlah mata pelajaran yang akan dipelajari
oleh peserta didik. Kurikulum madrasah yang digunakan belum ada
penyeragaman tentang kompetensi yang harus dikuasai oleh siswa
pada masing-masing jenjang yang ada.

Setelah masa kemerdekaan terutama pada masa awal ada per-
kembangan mengembirakan terhadap keberadaan madrasah sebagai
sebuah lembaga pendidikan formal. Eksistensi pendidikan agama
dan madrasah muncul dalam beberapa produk aturan/hukum yang
ada pada waktu itu. Contoh nyata dapat dilihat dalam Hasil Rapat
BPKNIP (Badan Pekerja Komite Nasional Indonesia Pusat) tanggal 27
Desember 1945, yang berisi sepuluh pokok usaha pendidikan dan
pengajaran. Pada poin 5 dijelaskan ;

a. Pengajaran Agama hendaklah mendapat tempat yang teratur
saksama, hingga cukup mendapat perhatian yang semestinya
dengan tidak mengurangi kemerdekaan golongan-golongan
yang berkehendak mengikuti kepercayaan yang dipeluknya.
Tentang cara melakukan ini, baiklah kementerian mengadakan
perundingan dengan Badan Pekerja.

b. Madrasah dan pesantren-pesantren yang pada hakekatnya
adalah satu alat dan sumber pendidikan dan pencerdasan rakyat
jelata yang sudah berakar dalam masyarakat Indonesia umum-
nya, hendaklah pula mendapat perhatian dan bantuan yang
nyata berupa tuntunan dan bantuan materiel dari Pemerintah.

Selanjutnya pada tahun 1952, Departemen Agama mengeluar-
kan peraturan Menteri Agama No.l tahun 1952 dengan tujuan
agar madrasah yang dibinanya dapat menerima bantuan material
dan bimbingan dari pemerintah. Dengan ketentuan ini, maka yang

" BHasbullah, Sejarah Pendidikan Islam di Indonesia, Lintasan Sejarah Pertumbuhan
dan Perkembangan, (Jakarta; PT Grafindo Persada, 1999) him.173.
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disebut dengan madrasah adalah “tempat pendidikan dan ilmu pe-
ngetahuan agama Islam menjadi pokok pengajarannya. 6

Sementara, meskipun tidak secara eksplisit menyebut madrasah,
Undang-Undang Nomer 4 Tahun 1950 jo. UU Nomer 12 Tahun 1954,
pada pasal 10 ayat (2) menyatakan,”belajar di sekolah agama yang
telah mendapat pengakuan dari Menteri Agama dianggap telah
memenuhi kewajiban belajar”. Tetapi ada kejadian yang meng-
kwatirkan kondisi madrasah karena menurut Zamakhsari Dhofier
(1982) penurunan jumlah minat siswa ke pesantren dan madrasah
terjadi secara dratis sejak tahun 1949 setelah Indonesia merdeka.
Pemerintah pada waktu itu mengembangkan sekolah umum seluas-
luasnya dengan cirri khas Belanda masih membekas pada sekolah
yang didirikanya. Selain itu, jabatan-jabatan dalam administrasi
modern terbuka luas bagi bangsa Indonesia yang terdidik dalam
sekolah yang didirikan tersebut.” Akibatnya sebagian besar generasi
lebih memilih sekolah dari pada madrasah atau pesantren, karena
sekolah dipandang lebih mapan dan mempunyai daya tawar tinggi
terhadap kualitas output yang dihasilkannya sebab kurikulum
madrasah yang pada waktu itu masih belum seragam dan masih
menekankan pelajaran agama dibanding umum.

Sejak Indonesia memperoleh kemerdekaan, sampai kira-kira
tahun 1960, posisi madrasah masih berada dibawah pengawasan
Departemen PP & K (Pendidikan Pengajaran dan Kebudayaan), te-
tapi sejak munculnya ketetapan MPRS No. 1I/1960 Lampiran B (3
disarankan sebagai berikut,” Madrasah hendaknya berdiri sendiri
sebagai badan otonom di bawah Departemen Agama dan bukan di
bawah pengawasan Departemen P.P.&K, sedangkan dalam undang-
undang pokok pendidikan No. 4/1950 jo. 12/1954 pasal 10 (2) dican-
tumkan: belajar di sekolah agama yang telah mendapat pengakuan
dari Menteri Agama dianggap telah memenuhi kewajiban belajar.!®

16 Ibid

17 Zamakhyari Dhofier, Tradisi Pesantren Studi Tentang Pandangan hidup Kyai,
(Jakarta; LP3ES, 1982).

'® Abdul Rachman Shaleh Penyelenggaraan Madrasah; Peraturan Perundangan
(Jakarta;Dharma Bhakti Associates.Inc, 1982) him 24
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Mulai Indonesia merdeka sudah ada pengaturan mengenai
kurikukum, tetapi karena keterbatasan pembiayaan dan sumber
daya manusia yang dimiliki waktu itu serta juga dipengaruhi oleh
sebagain besar madrasah adalah lahir dari masyarakat, maka belum
ada penyeragaman tentang kurikulum yang ada di madrasah. Kuri-
kulum yang ada masih banyak terfokus kepada penyiapan gene-
rasi bangsa muslim yang mempunyai kemampuan di bidang agama
secara memadahi. Kemudian pada mulai tahun 1970 ada usaha
penyeragaman kurikulum madrasah, dengan dasar hasil musya-
warah Kurikulum di Cibogo, Bogor pada tanggal 10 sampai dengan
20 Agustus 1970 dengan Surat Keputusan Menteri Agama Nomer
52 tahun 1971. Kurikulum ini kemudian dikembangkan menjadi
kurikulum 1973 dengan struktur kurikulum sebagai berikut;

Kelas

No. Mata Pelajaran

AGAMA
Al Qur’an/ Tafsir
Hadits/Musthalah
Fighi/ Ushulfighi
Tauhid
Tarikh Islam
I1. BAHASA ARAB
Muthalaah/Muhadatsah
Nahwu/Sorf
Insya’ / Tarjamah
Mahfudzat

10. [Imla’ / Chot
UMUM

11. |Bahasa Indonesia

12. |Bahasa Inggris

13. |IImu Bumi

14. |Sejarah

15. |llmu Hayat /Kesehatan

(SRR ECR N

O [ | N o

Nanmmguwwbn’a‘wwwnm;"‘
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No. Mata Pelajaran i -
I II I

16. |Ilmu Alam 1 1 1
17. | Aljabar/Ukur 3 3 3
18. | a. Seni Suara —_ —_— —

b. Menggambar — _— | —

c. Pekerjaan Tangan 1 1 1
19. | Tata Negara/Civics 1 1 1
20. |Pendidikan Jasmani 2 2 2
21. | Administrasi 1 1 1
22. |Pendidikan/Jiwa -— - —

Jumlah 44 46 48

Setelah berlakunya kurikulum tersebut, maka untuk memper-
kuat eksistensi madrasah Menteri Agama pada waktu itu (Mukti
Ali) mengeluarkan keputusan tentang kurikulum madrasah. Kuri-
kulum tertanggal 29 Desember 1976 tersebut selain untuk men-
jamin eksistensi madrasah juga didukung dengan adanya Surat
Keputusan Bersama (SKB) tiga menteri tahun 1975 yang pada intinya
mensejajarkan posisi madrasah dengan sekolah umum.

KelasI | Kelas II | Kelas III 304
Program |No| BidangStudi |Semester|Semester|Semester e
A, 28RS SREIL | | SR o
Umum 1 | Agidah Akhlaq 2|2 ra| T 250N 25 N 2 12
2 | AlQur’an Hadits G H e e T AT I O 14
3 |Syari‘ah 2 2 3 3 3 3 16
4 |Pendidikan Moral 20 | i 2anla Dl | 1adusldeDd | oD 12
Pancasila
5 |Pendidikan P e S e | NN R N 12
Olahraga-Kesehatan
6 |Pendidikan 20011 20 w2 20 [ 20 | 152 12
Kesenian
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Akademis | 7 |Sejarah Islam 2 2 2 2 2 2 12
8 |Bahasa Arab 4 4 4 4 4 4 24
9 [Bahasa Indonesia 4 4 4 4 4 4 24
10 | Bahasa Daerah Olololo| -] - 8
11 | Bahasa Inggris 4 4 4 4 4 4 24
12 | IImu Pengetahuan 4 4 4 4 4 4 24
Sosial
13 | Matematika 5 5 5 9 5 5 30
14 | [Imu Pengetahuan 4 4 4 4 4 4 24
Alam
Ketram- 15 | Pilihan Terikat 3 - 3 - 3 - 9
pilan
16 | Pilihan Bebas N IR R T e 9
|| |3|3|a3]|]| 28
45 (43 | 45 | 45 266

Implikasi dari regulasi tersebut membuat beberapa kurikulum
asli milik madrasah menjadi sedikit/terkurangi, sehingga porsi mata
pelajaran umum lebih banyak dan pelajaran agama semakin di-
kurangi. Pelajaran agama (termasuk bahasa arab) yang semula ada
sekitar 24 -26 jam per minggu per kelas menjadi sekitar 13-15 jam per
minggu per kelas. Kemudian pelajaran umum yang sebelumnya
ada sekitar 20-22 jam per minggu per kelas menjadi 32-34 jam per-
minggu per kelas. Ini artinya peraturan tersebut berimplikasi bahwa
pelajaran agama milik asli madrasah yang semula adalah 70% dari
total pelajaran di madrasah direduksi menjadi 30% total pelajaran
di madarasah. Sebagai ilustrasi, penulis ketengahkan contoh kuri-
kukum madarasah Tsanawiyah tahun 1976 yaitu:
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KelasI |KelasII |Kelas III
Program | No | Bidang Studi semester |semester |semester |y, 1.p
1 2 1 2 1 2
Umum 1 |Agidah Akhlaq 20 20 27 T 22 [k D 12
2 | AlQur'an Hadits 3 530 20 182 I 2 i 2 14
3 |Syari'ah 2 e |3, hi3silt3 &3 16
4. | Pendidikan Moral 2 2 2 2 2 2 12
Pancasila
5 |Pendidikan 2 2 2 2 2 2 12
Olahraga-Kesehatan
6 |PendidikanKesenian| 2 | 2 [ 2 | 2 | 2 | 2 12
Akademis | 7 |Sejarah Islam 20 [ W S e M |7 1 ) 12
8 |Bahasa Arab 4 4 4 4 4 4 24
9 | Bahasa Indonesia 4 4 4 4 4 4 24
10 | Bahasa Daerah o200 0 0 ) O T i
11 |Bahasa Inggris 4 | 44444 24
12 | IImu Pengetahuan 4 | 4| 4| 4|44 24
Sosial
13 | Matematika D [ikE (15! Jled Bl 5 a5 30
14 [Ilmu Pengetahuan 4 | 44| 4| 4|4 24
Alam
Ketram- 15 | Pilihan Terikat 3 - 3 (-13 - 9
pilan
16 |Pilihan Bebas i el e Rl s e L2 9
43 |1 43|43 | 43|43 | 43| 258
45 | 43 | 45 | 45 266

Seiring berkembangnya waktu dan perubahan sekeliling
madrasah yang begitu cepat mengakibatkan pemerintah secara res-
ponsive merespon perubahan tersebut, guna eksistensi keberadaan
madrasah. Pemerintah dalam hal ini menteri Agama dan Menteri
Pendidikan dan Kebudayaan memunculkan SKB (Surat Keputusan
Bersama) 2 Menteri; yaitu Menteri Pendidikan dan Kebudayaan
Nomer 0299/U/1984 dan Menteri Agama Nomer 45 Tahun 1984
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tentang Peraturan Pembakuan Kurikulum Sekolah Umum dan Kuri-
kulum Madrasah. Sebagai tindak lanjut atas SKB 2 Menteri tersebut,
Menteri Agama mengeluarkan Surat Keputusan tentang Kurikulum
Madrasah Tahun 1984. Masing-masing Nomer 99 untuk Madrasah
Ibtidaiyah, Nomer 100 untuk Marasah Tsanawiyah dan Nomer 101
untuk Madrasah Aliyah. Kurikulum Madrasah 1984 yang berdasar-
kan pada Surat Keputusan Bersama (SKB) dua tersebut merupakan
Pembakuan Kurikulum Sekolah Umum dan Kurikulum Madrasah,
yang berisi diantaranya adalah penyamaan mutu lulusan madrasah
yang dapat melanjutkan pendidikan ke sekolah umum pada jenjang
yang lebih tinggi. '
Asrori Ardiansah (2012) yang menukil pendapatnya Depag
(1999) menyatakan bahwa SKB dua Menteri pada waktu itu lebih
banyak dijiwai oleh ketetapan MPR No. II/TAP/MPR/1983 tentang
perlunya penyesuaian sistem pendidikan sejalan dengan adanya ke-
butuhan pembangunan di segala bidang. Bentuk riel pelaksanaan
penyesuain tersebut adalah dilakukan antara lain lewat penyempur-
naan kurikulum Pendidikan Agama Islam yang ada di sekolah dan
madrasah, agar dicapai tujuan pembangunan yang berkelanjutan.
Kurikulum hasil keputusan bersama tersebut mengakibatkan
muatan kurikulum asli madrasah semakin terkurangi. Pelajaran
umum sebagai bahan pelajaran yang dulunya merupakan pelajaran
tambahan justru mendominasi. Ini dilakukan dengan pertimbang-
an bahwa kesejajaran antara madrasah dengan sekolah, sehingga
madrasah disebut dengan sekolah plus agama, meskipun semua
muatan mata pelajaran pada sekolah umum belum diterapkan semua
di madrasah. Pelajaran agama termasuk bahasa arab yang semula
sekitar 13-15 jam per minggu per kelas menjadi hanya sekitar 10-12
jam per minggu per kelas. Sebagai bahan ilustrasi, agar diperoleh
gambaran yang detail tentang perubahan kurikulum tersebut, maka
penulis kemukakan kurikulum Madrasah Ibtidaiyah dan Madrasah
Tsanawiyah tahun 1984, berdasarkan Keputusan Menteri Agama
Republik Indonesia No. 45 tahun 1987 tentang penyesuaian struktur
» kurikulum MIN dan MTsN yaitu;
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No Bidang Studi i Jumlah
AW ER G R BN G

1 |Qur’an Hadits v e el il a7 12
2 | Aqidah Akhlak 2.7 27T 2" RS 12
3 |Figih 21 2-1.3.1.3 .83 16
4 |Sejarah Islam - - 00 A . e | 4
5 |Bahasa Arab - - 4 | 4| 4| 4 16
6 |Pendidikan Moral Pancasila 2 2 2 2 2 2 12
7 |PSPB! 1 1 o (PN e [ s | 1 6
8 |Bahasa Indonesia 67 |6 | iG] | 1672|6416 36
9 |Ilmu Pengetahuan Sosial - - 2y | HEBI By | iS 11
10 | Matematika 6 i |6 |6 H6t |6 36
11 |Ilmu Pengetahuan Alam ke e ks Bl B O (B L 19
12 | Olah Raga dan Kesehatan 2| IR DR S50 5N IS N | o) 12
13 |Pendidikan Kesenian 2T [ET 2 | FSIEN PR S|S0 o) 12
14 | Ketrampilan Khusus il 2N e e el 2 12
15 | Bahasa Daerah 22 2ilh20 T2 AR 12

Jumlah Jam Pelajaran 29 | 29 | 38 | 40 | 40 | 40 216

(30)[(31) | (40) | (42) | (42) | (42) | (228)

Sedangkan untuk tingkatan Madrasah Aliyah kurikulum di-
desain dengan membagi mata pelajaran menjadi dua bagian yaitu
Program Inti dan Program Pilihan. Program inti terdiri dari ke-
lompok pendidikan agama yang mencakup lima mata pelajaran
dan kelompok pendidikan dasar umum yang terdiri dari 19 mata
pelajaran. Program Pilihan hanya memuat dan memberikan pendi-
dikan pengembangan. Program khusus diberlakukan untuk membe-
rikan bekal kemampuan peserta didik yang akan melanjutkan ke
Perguruan Tinggi.

Kurikulum Madrasah Aliyah terdiri dari dua program pilihan,
yaitu program pilihan A dan B sama dengan program pilihan pada
kurikulum Sekolah Menengah Atas (SMA). Namun demikian ter-
dapat perbedaan jenis program pilihan A dan B sebagai ciri sekolah
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agama. Stuktur kurikulumnya berbeda antara satu jurusan dengan
jurusan yang lain. Program pilihan A terdiri dari lima pilihan jurus-
an. Jurusan Al untuk bidang Ilmu - ilmu Agama, A2 untuk ilmu-
ilmu fisika, A3 untuk ilmu-ilmu biologi, A4 untuk ilmu-ilmu social
dan A5 untuk ilmu-ilmu budaya. Program pilihan B (Administrasi
Peradilan Agama) baik di SMA maupun di Madrasah Aliyah ber-
dasarkan kebijakan pemerintah tidak dilaksanakan sama sekali.
Hal ini diakibatkan karena kurangnya biaya yang ada serta juga
kurangnya ketersediaan guru yang kompeten dalam bidangnya.
Kurikulum Madrasah Aliyah 1984 sendiri menggunakan istilah bidang
studi untuk menyebut jenis pelaksanaan yang diajarkan. Kegiatan
evaluasi perkembangan peserta didik dilakukan sebanyak tiga kali
setahun (sistem catur wulan). Kurikulum ini masih mengacu pada
SKB tiga menteri yang mengatur perbandingan bidang studi agama
dengan bidang studi umum yaitu 30% untuk mata pelajaran agama
dan 70% untuk mata pelajaran selain agama.

Pada tahun 1989 muncul Undang-undang Nomer 2 tahun 1989
tentang Sistem pendidikan Nasional. Salah satu bagian penting pada
UU tersebut adalah pada pasal 37, yang disana dinyatakan bahwa
Kurikulum disusun untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional
dengan memperhatikan tahap perkembangan siswa dan kesesuaian-
nya dengan lingkungan, kebutuhan pembangunan nasional, per-
kembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta kesenian, sesuai
dengan jenis dan jenjang masing-masing satuan pendidikan.

Selanjutnya, pada tahun 1990 sebagai respon akan UU Sikdiknas
No 2 tahun 1989 di atas, maka muncul Peraturan pemerintah Nomer
28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar. Pasal 4 ayat 3 PP tersebut
menjelaskan bahwa SD dan SLTP yang berciri khas agama Islam yang
diselenggarakan oleh Departemen Agama masing-masing disebut
Madrasah Ibtidaiyah dan Madrasah Tsanawiyah. Demikian juga Bab
I Pasal 1 PP tersebut, menyebutkan bahwa Madrasah Aliyah adalah
Sekolah Menengah Umum yang berciri khas agama Islam yang di-

selenggarakan Departemen Agama. Dengan demikian, Madrasah (ke-
cuali MAK) merupakan Pendidikan umum berciiri khas agama Islam.
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Sebagai upaya mewujudkan UU dan PP tersebut, Menteri Agama
pada.l tahun 1993 mengeluarkan SK tentang Kurikulum Madrasah.
Masing-masing Nomer 371 untuk Madrasah Ibtidaiyah, Nomer 372
untuk Madrasah Tsanawiyah dan Nomer 373 untuk Madrasah Aliyah
Ketiga kurikulum tersebut diberlakukan mulai tahun 1994, sehin a.
disebut kurikulum 1994. : 7

Ada dua hal pokok yang membedakan antara kurikulum 1994
dengan kurikulum sebelumnya, pertama, tingkat Ibtidaiyah dan
Tsanawiyah dinamakan dengan jenjang tingkat dasar dan yang ke-
dua adalah adanya kesamaan antara kurikulum ibtidaiyah dengan
SD dan kurikulkum Tsanawiyah dengan SMP. Dengan transformasi
tersebut maka kurikulum madrasah tahun 1994 memberikan warna
tersendiri bagi madrasah yang benar-benar sama sejajarnya dengan
sekolah pada umumnya pada berbagai tingkatan yang ada baik
pada tingkat dasar sampai menengah. Kesejajaran tersebut harus di-
bayafr dengan memasukkan semua mata pelajaran sekolah kedalam
pele.qaran yang ada pada madrasah. Untuk menjaga sedikit dari

flfmstensi madrasah maka, madrasah harus menambah mata pe-
¥ . ; .
. ;:;a;:g:g;i fe dalam desain kurikulumnya, meskipun porsinya
Pemberlakuan kurikulum 1994 dilatarbelakangi dengan bebe-
rapa hal yaitu diantaranya adalah penselarasan antara sekolah dan
madrasah. (pjjpgsd.dikti.go.id/ SD/unit -4 Perkembangan Kuri-
kulum). Ciri yang menonjol dari kurikulum 1994 dibandingkan
dengan kurikulum sebelumnya adalah antara lain bahwa; pembagian
@apan pembelajaran dengan sistem caturwulan, pembelajaran ber-
o?lentasi pada penguasaan materi (mastery content), dan adanya
h1ml.)auan untuk mengaktifkan proses pembelajaran. Selain itu, pem-
belajaran juga diarahkan kepada pengajaran dari hal yang kongrit
ke hal yang bersifat abstrak, dari mudah kesulit dan dari hal yan.
sederhana ke hal yang komplek. Guru juga dituntut untuk mela‘(f
kukan pengulangan beberapa materi yang dianggap sulit guna pe-
mantapan pemahaman siswa.
. Selain kurikulum yang berlaku secara nasional untuk kegiatan
intrakurikuler, diatur pula kurikulum yang bersifat lokal dan ciri
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khas. Madrasah dapat menambah mata pelajaran sesuai dengan
keadaan lingkungan dan ciri khas madrasah yang bersangkutan
dengan tidak mengurangi kurikulum yang berlaku secara nasional
dan tidak menyimpang dari tujuan pendidikan nasional.

Transformasi kurikulum berikutnya adalah kurikulum KBK,
KTSP dan yang baru ini adalah kurikulum 2013. Pelaksanaaan ke-
tiga kurikulum tersebut praksis sama antara madrasah dan sekolah,
sebab pengembangan kurikulum tersebut telah diatur seluruhnya
oleh kemendikbud yang membedakan hanya mata pelajaran agama,
dimana tahap pelaksanaanya dibebankan kepada kemenag. Perbe-
daan mencolok kirikulum 2013 ini dengan kurikulum sebelumnya
terletak kepada karakteristik kurikulum ini, yaitu diantaranya
adalah adanya keseimbangan antara pengembangan sikap spiritual
dan sosial, rasa ingin tahu, kemampuan intelektual dan psiko-
motorik. Kompetensi dinyatakan dalam bentuk kompetensi inti
kelas yang diperinci lebih lanjut dalam kompetensi dasar mata pe-
lajaran. Kompetensi dasar dikembangkan didasarkan pada prinsif
akumulatif, saling memperkuat dan memperkaya antara mata pe-
lajaran dan jenjang pendidikan. *°

Respon madrasah atas kebijakan structural terhadap kuri-
kulum yang ditetapkan berimplikasi pada luasnya transformasi
kurikulum madrasah dalam berbagai desain utamanya pada ma-
drasah swasta dengan hiden curriculumnya. Bahkan Muktar Buchari
(2002) menyatakan bahwa madrasah swasta yang banyak dikelola
oleh pesantren banyak mengalami trasformasi kurikulum dalam
mensiasati perkembangan dan tuntutan zaman. Pada awal kemer-
dekaan sampai dekade tahun 1960an, banyak muncul perubahan
politik yang ditandai dengan silih bergantinya kabinet masa orde
lama. Keadaan ini tentu berimplikasi luas terhadap transformasi
kurikukum yang diterapkan pada madrasah, utamanya pada pen-
sikapan atas sikap politik Sukarno yang ingin menyatukan gagasan
nasionalis, islam dan komunisnya. Madrasah mentranformasikan

: 19 Kunandar, Penilaian Autentik (Penilaian Hasil Belajar Peserta Didik Berdasarkan
Kurikulum 2013), (Jakarta; Raja Grafindo Persada, 2013), hlm.17-18
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kurikukum untuk keperluan persiapan generasi islam yang mampu
berdiri sejajar dengan lulusan sekolah dengan kelebihan ilmu agama
yang dimilikinya.

Kemudian pada zaman orde baru (1966-1998) kondisinya ber-
ubah, atau bisa dikatakan bertentangan dengan masa sebelumnya.
Suharto melalui politik sekuler dengan islam adalah pemanisnya,
lebih menfokuskan pembangunan masyarakat Indonesia dengan
titik tekan pada stabilitas ekonomi dan keamanan. Kebijakan ini
berimplikasi kuatnya tekanan pemerintah terhadap madrasah se-
hingga banyak madrasah swasta yang beralih menjadi negeri dan
transformasi kurikulum banyak kearah pengurangan identitas ma-
drasah untuk menjadi sejajar dengan sekolah.?

Masa reformasi (1998- sekarang) menjadi euferia tersendiri bagi
masyarakat muslim untuk menunjukkan eksistensinya dengan banyak
didirikan sekolah atau madrasah oleh swasta. Banyaknya sekolah
islam dengan kurikulum yang sama persis dengan madrasah tetapi
pengelolaannya dikendalikan oleh Depdiknas (SMA Al Azhar)
adalah sebuah contoh nyata perubahan dan perkembangan masya-
rakat islam.

C. KESIMPULAN

Sejarah perkembangan kurikulum madrasah di Indonesia tidak
dapat dipisahkan dengan faktor sosial politik yang menyertainya,
baik pada masa pra kemerdekaan dan pasca kemerdekaan. Kuri-
kulum madrasah pada masa prakemerdekaan lebih terfokus ke-
pada penyiapaan generasi yang menguasai ilmu agama. Sebagian
madrasah telah mengenalkan ilmu umum, walaupun porsinya sangat
sedikit, lebih banyak kepada penguasaan ilmu praktis untuk bisa
bertahan hidup, seperti bercocok tanam, berkebun, pertukangan
kayu, berdagang, menjahit dan lain sebagainya. Sedangkan pada
masa pasca kemerdekaan, kurikulum madrasah banyak mengalami

“Muhammad Zuhdi, Political and Sosial Influence on Religius School, A Historicall
Perspective on Indonesian Islamic School Curricula (Disertati , P x
McGill University, 2006) hlm. 87-88 MG
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perubahan dan perkembangan sejajar dengan dinamika yang terjadi
di masyarakat. Semua perubahan yang ada tertuju kepada upaya
pensejajaran madrasah dan sekolah umum oleh kebijakan strutural
fungsioanal formal pada semua aspeknya yang pada akhirnya se-
makin menggerus mata pelajaran Agama Islam yang menjadi cirri
khas madrasah.

DAFTAR PUSTAKA

Abdul Rachman Shaleh (1982) Penyelenggaraan Mdarasah; Peraturan
Perundangan Jakarta;Dharma Bhakti Associates.Inc

Akh. Minhaji, (2010) Sejarah Sosial dalam Studi Islam, Teori, Metodologi
dan Implementasi, (Yogyakarta: Suka Press).

Dakir, (2004) Perencanaan dan Pengembangan Kurikulum, Jakarta; Rineka
Cipta.

Eisner,E.W. (2002). The Educational Imagination on the Design and
Evaluation of School Program. Third Edition. New Jersey; Merril
Prentice Hall.

H.A R. Tilar, Perubahan Sosial dan Pendidikan, Pengantar Pedagogik Trans-
formatif Untuk Indonesia, (Jakarta: PT Grasindo, 2002, ) him 364

Haidar Putra Dauly, dkk, (2013) Pendidikan Islam Dalam Lintasan
Sejarah, kajian dari Zaman Pertumbuhan Sampai Kebangkitan (Jakarta;
Prenada Kencana) '

Hasbullah (2001) Sejarah Pendidikan Islam di Indonesia, Lintasan Sejarah
Pertumbuhan dan Perkembangan, Jakarta; PT Grafindo Persada.

Hisbi Indra, (2007) Pesantren dan Transformasi Sosial, Studi Atas
Pemikiran KH. Abdullah Wahab Syafi'l dalam Bidang Pendidikan,
(Jakarta; Kencana)

KevinW, Fogg, Islam In Indonesia’a Foreign Policy, 1945-1949, ( Al
Jamiah Journal of Islamic Studies, Vol.53. No. 2 (2015) pp.303-
335,

Kunandar, Penilaian Autentik (Penilaian Hasil Belajar Peserta Didik
Berdasarkan Kurikulum 2013), (Jakarta; Raja Grafindo Persada,
2013)

Transformasi Kurikulum di Indonesia Pasca Kemerdekaan

MuhI;I;at;ma.d Zuhdi, Political and Sosial Influence on Religius School, A
: tonc@y Perspective on Indonesian Islamic School Curric:t,ﬂa
. @ertahon, Postdoctoral McGill University, 2006)
Mujamil, (1994) Pesantren dari Transformasi
Demokratisasi Institusi, (Jakarta; Erlangga)
Muktar Buchari, (2002) Transformasi Pendidikan,
Masyarakat Indonesia Bary, (Jakarta; Grasindo)
Nursyam, Kompas, 4 Oktober 2012
Ronald C.Doll, (1974) Curriculum Improvement, Decision Makine and
Process. Boston: Allyn & Bacon,Inc 5
Schubert, Curriculum: P, ] i
’ - Ferpective, Paradigm and bili
Macmillan.Pub.com, 1986). i iy
Thomas ] Linblad,(200) Sejarah Ekonomi Mo
Tantangan Baru (Jakarta: LP3ES)
Zamakhyari Dhofier (1982) Tradisi
A i Pesantr, 1
ks giin ntren Studi Tentang Pandangan
Zubhairini, (2004) Sejarah Pendidikan Islam, (Jakarta;Bumi Aksara)

Metodologi Menuju

Pendidikan Untuk

dern Indonesia, Berbagai

' & |



Sebagai upaya reformulasi kerangka filosofis pendidikan
Islam, berbagai pemikiran dan gagasan yang muncul dan
disumbangkan oleh para pemiKir, pemerhati dan praktisi
pendidikan Islam menjadi sangat penting. Pemikiran dan gagasan
tersebut tidak dimaksudkan sebagai jalan keluar paling canggih
untuk mengatasi berbagai persoalan pendidikan Islam. Sebab,
penyelesaian persoalan yang masih ada dalam pendidikan Islam
harus dilakukan secara simultan dan sinergis oleh berbagai pihak
terkait dari semua sisi. Namun, diharapkan gagasan dan pemikiran
yang ada akan menjadi salah satu puzzle yang "menyempurnakan”
puzzle-puzzle lain yang dibuat oleh pihak-pihak yang concern pada
perbaikan dan peningkatan mutu pendidikan Islam. Dari berbagai
puzzle tersebut mudah-mudahan selanjutnya terbentuk sebuah
konstruksi yang lebih lengkap.

Berdasarkan harapan di atas, sosialisasi pemikiran dan
gagasan yang relevan dengan pendidikan Islam melalui berbagai
media: buku, jurnal, seminar, media massa baik cetak maupun
elektronik perlu terus dilakukan. Sekali lagi, upaya ini tentu terlalu
kecil jika dibandingkan dengan harapan besar memajukan
pendidikan Islam. Akan tetapi, tidak tepat juga jika dikatakan
sebuah kesia-siaan. Dalam konteks inilah Pengelola Program
Magister Pendidikan Islam Fakultas [lmu Tarbiyah dan Keguruan
mengambil inisiatif untuk menerbitkan tulisan para pemiKir,
pemerhati dan praktisi pendidikan Islam dalam sebuah buku
antologi berjudul KONTEKSTUALISASI PEMIKIRAN PENDIDIKAN
ISLAM. Judul ini mencerminkan garis besar isi tulisan yang dimuat
dalam buku antologi ini. Beberapa artikel mengembil tema
pemikiran pendidikan Islam dengan menawarkan upaya
penerapannya secara praktis, sebagian lainnya ditulis berdasarkan
pengamatan lapangan terhadap dinamika pendidikan Islam yang
berkembang di tengah masyarakat.

ISBN : 978-602-278-023-6
Fakultas llmu Tarbiyah dan Keguruan

h

Sunan Kalijaga Yogyakarta 9li786 780236

Penerbit: |




	Peer Review Kontekstualisasi Pemikiran 1.pdf (p.1-2)
	Peer Review Kontekstualisasi Pemikiran 2.pdf (p.3-4)
	Pemikiran Pendidikan Islam.pdf (p.5-19)

